
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 3I TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi
perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat,
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
kualitas layanan perpustakaan, pemanfaatan layanan
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
serta membangun komitmen dan dukungan pemangku
kepentingan melalui pelaksanaan program transformasi
perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan
di Daerah;
bahwa untuk mendukung pelaksanaan program
sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah
bertanggungiawab untuk membuat kebijakan terkait
pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis
inklusi sosial, sesuai ketentuan Pasal 23 huruf a
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial melalui Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial di Daerah;

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesian tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang
Perpustakaan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 129 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 477 4l;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten tombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99 Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 4 Tambahan lembaran Negara Republik
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Indonesia Non-ror 5495), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (t embaran

rr--.,l-t:t- I-l^--^:^ ,n-1-.-- 
^nat, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
69r41;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
I-,.1^-a^:^ 'T.^Lr!6 qrrl A Irlaaar aAA 'T.^nla^L^-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang.Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
ITnrlarr<r Nnryrnr ? Tolrrrtr ,ACC tatrt^no Cirnfa Vario
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelak-sanaan Lr:rdang-Ll:rdang NolRor 43 Tful.l-It 2OQ7

tentang Perpustakaan (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
tentang Transformasi Peqoustakaan Berbasis Inklusi
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 24);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2O16
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15
Tahun 2Ol4 tentang Penghargaan Gerakan
Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
tahun 2O2O tentang Penyelenggaran Perpustakaan
(kmbaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2O2O Nomor 3);

Menetapkan
MEIv{UTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSFDRMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS
INKLUSI SOSIAL DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Ba$an Kesatu
Umum

Er^ ^^l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
O DAma;nfah naar6la ^,.1-l-L Prrna+i GAhad6; -a6.,al-n^do?o

Pemerintahan Daera-h yang mernimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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3. Bupati adalah Bupati lombok Utara.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukura yang memtltld batas
wilayah yang berwenang untuk megatur dan mengurus urusan
-----:-.^L^- !^^t- ^--! ,,-,,! I-- r-.^.. 1^^l-.-^1.:^:^-^l -.^-- .|.i^r-.,: J^-
lr9rrr9r rarLur<ut, 11ir.1\ aitatt uotlt, 11411/ c,!a,u ltia tl altlrsi('tr4l J allE, 1'ila6!i1 iiiirr
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara I(esatuan Republik
indonesia.

5. furpustakaan Kabupaten adalah perangkat daerah kabupaten yang
melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan
qr.ru. n L.a-f,r. - e..:i --L.oe,r.i --*,,-+^l-^^- -aalai-^ *axla+al.-a* 

-,:,.1-^-
perpustakaan peneliCan, dan perpustakaan pelestarian yang
berkedudukan di Kabupaten

6. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah
penyediaan bahan bacaan sebagai sdah satu sumber belajar bagi
rtr a sr ra ra lza f r.anclra r.n an r.ar.d a cl..a n datr r.narnlrard avalran

masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasion"l di
wilayah Desa.

7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh
melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai
trgas dan turygurg jawab untu-k rlre!4sana-k4n gengelolaat dan
pelaSranan perpustakaan.

8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan,
kelompok orang, maayarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas
layanan perpustakaan.

9. Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Daerah baik
perorangan maupun kelompok yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang perpustakaan.

10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan
peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai
wahana belqiar seDan_iang hayat sehine*a daoat meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan peng,Eluna Perpustakaan.

I l. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang
selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan untuk
mengembangkan fungsi dan perEln perpustakaan dalam memberikan
pelayanan sehingga meningkatlan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat pengguna Perpustakaan.

12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait
langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan
Transformasi Perpu stakaan Berbasis Inklusi Sosial.

13. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis
sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

14. Pegiat Literasi adalah sesorang yang memiliki kemampuan Literasi yang
dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer
dalam upaya mempromosikan gemar membaca.

15. Komunitas Peduli Literasi adalah individu atau kelompok yang secara
sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan dan
masyarakat termasuk Taman Bacaan Masyarakat.

16. Advokasr aalalah saiah satu bentuk komunikasr peruasrf yang bertuJuarl
untuk mempengaluhi pemangku kepentingan dalam pengambilan
kebijakan atau keputusan.
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Bagran Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannl'a Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi
sosial di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- ma-i6^l-^+1.^- -o-^- ,l^- G,-46; -aal6+^l-^^- ,.l^r^a 66ni- al,a+|.^a1 t*:<!1

kesej ateraan masyarakat di Daerah;
b. meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Daerah;
c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat di Daerah;
rl narnlronrnrn L.nrni+rna- zlan rlrrlzrrncan Darnarerrlzrr IZanar.r +itr ca n rrahrl:

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang
berkelanj utan di Daerah;

e. mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah; dan
f. meningkatlan kemampuan Literasi dalam mendukung

pelllllerd3;ra all Ma-sj'ara-kat di Daerah

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. program;
b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c. kemitraan dan peran serta masyaralat;
,.1 +:* ^j---i +-^aofaffi ^A; ^66'!6+^l-^^- ha-L^-:- ,inl'Lr6i -^-;^1.,1^6

e. pembiayaan.

BAB II
PROGRAM

Paoian Lasrfrr_...t,.*.

LImum

Pasal 4

(1) Tralsfon:ra,si Perpustakaan Rerb-4"s!'s inklusi Sosi.al menrpakan progr-ar:r
prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kabupaten
untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan melalui
penguatan literasi serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Per-oustakaan Kabupaten mengikutsertakan Per-oustalaan Desa. Pesiat
Literasi dan komunitas peduli literasi.

Bagian Kedua
Sasaran Program

Pasal 5

(1) Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
adalah Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli Literasi.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembinaan Perpustakaan Desa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan Perpu stakaan Desa;
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b. Pemberian bantuan atau peminjaman buku dan rak buku yang
dilaksanakan berdasarkan kemitraan dengan nota kesepahaman;

c. Pemberian bantuan perangkat komputer untuk perpusEkaen aleila
guna pengembangan perpustakaan berbasis digital; dan

-J n^-:--t--.^- l.^-^-:.^^ l^t^ ---..-.-l--^- l^-^ 
--l^1..:G. i 'e 

r. rir rBiiaL<ir i ii4,Pasr La.o (Erto,6a. lJsrltsElrJla Psr PLroLa'Aa.arr \rssa rlrcr€Lru-r

bimbingan teknis atau sosialisasi untuk kelanjutan dan
pengembangan Perpu stakaan desa.

Bagtan Ketiga
IIaa*aa ^-'T-^ - -f^#^ -irLvrsl/vlav!1

riasitl u

(1) Program sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 5 dtselenggarakan dengan
tahapan:

^ - ^t ^l -^: -^-..^.^l--^- -^-^-:*^a.. arErs^Dr P€r l rDr,ra.^44lr lr9rr9r rrr1o. l,r vEl anrr,

b. sosialisasi program transformasi;
c. penetapan dan pembekalan pengelola perpustakaan Desa;
d. pertemuan bersama pemangku kepentingan;
e. monitoring dan evaluasi Program; dan
f -,,Ltit.^6ir. Psvraresr

(2) Seleksi perpustakaan penerima program Transformasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. Perpustakaan Kabupaten meRyampaikan pemberltahuan

tentang kriteria seleksi Perpustakaan penerima Progranrr
1---^-r^ l)^---^.^1,-^- T\^^^ r't^-.: ^. r:.^-^-: l^- rz^*---:r^-
^\rl,an-aa, 

r ra Prrsr.arrau.I! 'Jrtoa,r r eEru,L rrEr.rr r\\rLllllrur.a:ct
Peduli Literasi;

b. Perpustalaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli
Literasi mengirimkan usulan ca.lon penerima Prograrn
sesuai kriteria yang ditentukan kepada Perpustakaan
IZ^[..'n^+a*.rlesuPe-lrr,

c. Perpustakaan Kabupaten melakukan verilikasi terhadap
usulan Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas
Peduli Literasi sebagai calon penerima Program; dan

d. Perpustakaan Kabupaten rnerretapkan Perpustakaan dan
Ilnrrrrrnifas Pazltrli f iiaraci satracrai rrana;iln a Prn<rrat'r-*?!16.+

(3) Kriteria Perpustakaan penerima Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Inempunyai legalitas pendirian Perpustakaan;
b- me11lgrl tt'tyar p.:nge!o!a Peraru,staka-a:: tetap dg.ncan -st!'!-rkt!1.

organisasi yang jelas;
c. mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik;
d, berlokaei di tempat yang tedangkau jaringan internet; dan
e. berkomitrnen untuk menjalartkan Program secara

trerkelanjutan.
(4) Sosialisasi Prograrn sebagailnana dimaksud pada ayat (1) huruf

b bertujuan:
a. membangun kesadaran akan pentingnya Transformasi

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk meningkatkan
I jf6,1a-sj Ma-sya:ra-kat a#:" .la1rat h-idup lebile -sejahlera;

tr. memtrangun komitmen dari Perpu stakaan Desa, Pegiat
Literasi dan Komunitas Peduli Literasi sebagai penerirna
Progra.m uotuk mengimplementasikan tahapan dan strategi
Progra-rrr; dan

c. mernberikan pernal. arnan kepada Deserta mengenai tujuan
yang ingin dicapai dalarn Prograrn.

(.



(5) Dafam raregka. pelaksanaan Prograrn, sebagaimama dirnaksud
pada ayat (1) huruf c Perpustakaan Kabupaten rnenetapkan
Pengelola Perpustakaan Desa berdasarkan usulan dafi
Perpu stakaan Desa

(6) Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat
(5) terdiri atas unsur:
a. Perpu stakaan Desa; dan/atau
b. Pegiat Literasi.

(7) Pengelola Perpustakaan Desa dan Taman Bacan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas:
a. melakuka:r irnplementasi Program di desa.
b. Memfasilitasi bimbingan tel<rris strategi pengembangan

Perpustakaan telrrrologi informasi dan komunikasi untuk
perpustakaan replikasi mandiri di desa.

c. qrelalmka:r "' entor:icg pasca Birrrtek Strategi
Pengembangan perpustakaan Tekrrologi dan Inforrroasi (SPP
TIK) untuk perpustakaan binaan (kelurahan dan
Komunitas Peduli Literasi yang meliputi:

i. implernentasi strategi program (peningkatan layanan
informasi, nelitratan rrra sya:a-kat dal acl.,oka si)

ii. dokumentasi kegiatan dan layanar perpu stakaan
melalui sistem informasi manajemen perpustakaan
secara online

iii. mendorong penggunaan layanan perpustakaan seperti
koleksi bahan oustaka, komputer, internet clan
kegiatan pembelaj aran untuk Masyarakat.

d. berperan serta dalam sosialisasi, pertemuan bersa:rra
Pernangku Kepentingan, dan perteanuan pembelajaran
sebaya Qteer learning meeting) untuk keberlangsungan
Program.

(8) Pertemuan bersanna pemangku kepentingan sebagairrrana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk membangun
komitmen Bersama para Pemangku Kepentingan di daerah.
Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan pertemuan Pemangku
Kepentingan di tinskat Kabupaten bertuiuan untuk:
a. memberikan pernaharnan tentang konsep Literasi untuk

kesejahteraan dan Transformasi Perpustakaan berbasis
Inklusi Sosial;

b. membahas perkembangan pelaksanaan Program di
Perpu stakaan penerima Program;

c. penyampaian testirnoni dari penerirna Program;
d. memperoleh dukungan dari Pemangku Kepentingan lain

(Dinas/OPD), khususnya terkait kebljakan, dan alokasi
sumber daya untuk keberlanjutan irnplementasi Program;
dan

e. membahas rencana perluasan Progra:rr di tahun
berikutrrya.

(9) Monitoring dan evaluasi program sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) huruf e dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para
Pemangku Kepentingan di kabupaten dan desa.

(lu, t uJ uarl monrtoring cian evaluasr t'rogram yartu:
a. reerrrartau perkembangan dan pencapaian h'ograrn;
b. sebagai sumber inforrnasi bagi peningkatan kualitas

pelaksanaall Program ; dan
c. menjadi basis data dalam melakukan birnbingan telsris

I --- --^-- ---:---^ r'r-- ---^--(raanr Pctr(raaruPrl.rEarlr r,crErr r rr PLa-L- 'la,cl.rl PEIrEr rluaa. rrlJtsrqrrr.
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(11) Publikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf f
merupakan upaya mengkomunikasikan, mempromosikan, dan
Juga rnengadvokasi kepada publik tentang layanan alan
kegiatan di Perpustakaan yang memberikan manfaat kepada
Masyarakat.

Bagran Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 7

Keberhasilan program transformasi berbasis inklusi sosial di Daerah
mengacu pada indikator sebagai berikut :

a. peningkatan kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Kabupaten dan
Desa;

b. pelibatan pegiat Uterasi, organisasi, komunitas dan masyarakat guna
mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi
sosial di Daerah;

c. pemberdayaan dan peningkatan keterampilan Masyarakat guna
mendukung produk lokal yang bernilai ekonomi untuk
menumbuhkan sirkuhsi ekonomi masyarakat desa;

d. peningkatan publikasi melalui media atau konten lokal sebagai
sarana dalam pemasaran produk masyarakat; dan

e. membangun kemitraan dalam pelakaanaan program traneformaei
berbasis inklusi sosial di Daerah.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(l) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Program
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yalori sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan

Berbasis Inklusi Sosial di Daerah dengan rrengacu pada kebljakan
nasional;

b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial di Daerah;

c. melakukan Advokasi, koordinasi, superuisi, pendampingan
implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial di Daerah;

d, membangun sinergi Pemangku Kepentingan di Daerah;
e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi

Sosial di Desa;
f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke desa; dan
g.menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan

Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

(



BAB IV
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagtan Kesatu
Kemitraan

D^^^I .r

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,
pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membangun
kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan:
a. untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi

Perpu stakaan Berbasis Inklusi Sosial.

gagran Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

Peran serta Masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial antara lain:
a. mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang

berkelanjutan; dan
b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis

Inklusi Sosid.

BAE} V
TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 11

(l) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis
Inklusi Sosial di Daerah, Bupati dapat membentuk tim sinergi daerah
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

(2i Tim sinergi daerah Transforrnasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

(3) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
bertugas:
a. melakukan identilikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam

pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ttngkat daerah;

b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program/ kegiatan
sebagai upaya mendorong kegiatan Ttansformasi Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial; dan

c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial kepada Bupati.

(4) Keanggotaan tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis
Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari unsur:
a. Perpu stakaan Kabupaten;
b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;
c. perangkat daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan

Masyarakat desa;
d. perangkat dae1sfu yang membidangi komunikasi dan informasi; dan
e. unsur lain sesuai kebutuhan.

(



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Program Transformasi Perpustakaan berbasis
Inklusi Sosial di Daerah dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten l,ombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal L3 o\toL<r 2ot1

4 BUPATI I,OMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU/

/

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 ol4olaa A'q

SEKRETARIS DAERAH
KABUP MBOK UTARA, ft
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